PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

SEKRETARIAT DAERAH

Kawasnn Pusat Femerintahan Provimsi Banten (KP3B)
Jalan Syech Mowswi Al-Bantani, Palima Serang Banten Telp. [254] 200123 Fax. 200520

PERJANJIAN PINJAM PAKAL TANAH DAN BANGUNAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSlI BANTEN
DEMGAN
PERWAKILAN BADAN KEFEGAWAIAN NEGARA

NOMOR  :  032/Perj.4-Huk/2016
NOMOR : 22/AJKS/IIf2016

Pada hari ini kamis tanggal tiga bulan maret tahun dua ribu enam belas kami

yang bertandatangan di bawah ini :

I, Drs. H. RANTA SOEHARTA, MM. : Sckretaris Daerah  Provinsi  Banten
selakn Pengelala Barang Milik Daerah
Provingi  Banten, bertindak  dalam
jabatan untuk dan atag  nama
Pemerintah Provinsl Banten,
berkedudukan  di Kawasan  Pusat
Pemerintahan Provinsi Banten (KF2H)
Jalan Syech Mawawi Al-Bantani Palima
Serang - Banten, selanjuinya disebut
PIHAK KESATLL

Il USMAN GUMANTI, SH., M.SI : Bekretaris Utama Badan Kepegawadan
MNegara bertindak untuk dan atas nama
Badan Kepegawaian Hegara
berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo
MNomor 12 Jakarta Timur, selanjuinya
disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA vang selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK terleblh dahulu meneranglkan

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Banten  eebagai
penvelenggara urasan pemerintahan daermh menunit agas otonomi dengan
kewenangan, hak dan kewsjiban untuk smengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan mesyarakat selempat asesual dengan Peraturan
Perundang-Undangan;

2 bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Badan Kepegawaian Negara yang
menangani bidang Kepegawaian



Selanjutnyn PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentyan-
ketentuan sebagni Berikut

1. Undang-Undang MNermur 3 Tahun 1960 Tentang Polink-Pokak  Agraria
jLembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 1960 Nomar 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 2013

2, Undang-Undang Nomer | Tabun 2004 Tentang Perhendaharaan Megara
[Lembaran Negara Hepublil Indanesis Telwn 2004 Nomoer 5, Tambahan
Letabaran Megara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Teahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Momer 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Meisf 2347), uebugimans ek
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 teptang perubahan Kedus Atas Undang-Undang Momor 23 Tahun
2014 Tentang Pemesintah Daerah (Lembaran Megara Republik Tndonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negard REPUBLE [mUUnREl
Momor SE7A);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolann Barang
Milike Megara/Dacrah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor @2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Bomal 55030

5, Peraturan Menteri Dolam Negers Nomer 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerak;

&, Deraturan Dasrah Provinsi Banten MNomor 17 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Dacrab.

Berdasarkan dengan apa yang telah diurmikan di atas, PARA PIHAK dengan ini

membuat perjanjian pinjam pakai barang milik Pemerintah Provinsl Banten

berupa tanab dan BERgUNLI Yeug berlokaal di L BH. Sechart Moo 40, Kota

Sernng kepada PIHAK KEDUA, dengan syarat-syarat dan lketenluain yang

mengikat seperti diuraikan dalam pasal-pasal berikut ini ;

KAKSUD DAN TUSAN
Paszal 1

{1} Perjanjlan Pinjam Paleai ini dimaksudkan untuk memperlancar proses
penyvelesaian administrasi kepcgaian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten dan Pegawai Megeri Sipil Kabupaten/Kota se
Prowinsi Banten.

(2) Perjanjian Pinjam Pakai fni berbujuan untuk digunalkan dalam ranghka
jepUjang tugno poboli dan fangs PTHAK KENIA.

OEJEK
Pasal 2

PIHAK KESATU dengan ini meminjamkan BAFARE milk vaeials buiupo
tanah kepada PIHAK KEDUA dengan data sebhagal beribkout @

(1

n. Lolasi - J1. KH. Sochari Nomor 40, Kota Serang.
b. Luas Tanah .+ 760 m? {tujub ratus enam puluh meter persegi).

¢, Luas Bangunan : * 297 m? |dua ratus gembilan tujuh meter persegi).



HAK
Pasal 3

[L} PIHAK KESATU berhak :

a, menerima hasil laporan pemeliharaan kebersihan dengan baile serta
perawatan/ perbaikan sehubungan penggunaac barang milil doerah
selama masa pinjam pakai;

b. menerima hasil laporan pembayaran pajek/biaya yang timbul yang
berkaitan dengan pemakaian barang milik daerah selama masa pinjam
pukﬂk

¢. menerima laporkan pelaksanean pinjan pakai barang milik dacrah
secara berkaln setiap 1{satu) tahun sekali;

d. mencgur pihak KEDUA apabila tidale menjalankan ketentuan yang
sudah disepalkati dalam perjanjlan.

(2] PIHAK KEDUA berhal: :
Menerima barang milik daerah yemg dipinjam pakaikan dari PIHAK
KESATU dengan baik.

KEWAJIBAN
Pasal 4
(1] PIHAK KESATU berkewajiban:
Menyerahkan barang milik daprah yang dipinjam pakaiken dari PIHAK
KEDUA dengan baik,
[2) PIHAK KEDUA berkewajiban

a. mernwat, memelihara dan menjaga  kebersihan dengan  baik ecTtR
menangeung  blaya perawatan perbaikan  dan keperiuan  lainnya
sehubungan pengganaan barang milik deerah.

b. menanggung kewajiban  membayar pajak/bisya  yeng tmbul yang
berkaitan dengan pemakaian barang milik daerah selama maga pinjam
pabad, i

¢, melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barnng mililk daerah kepada
Sekretaris Daerah Provinsi Banten secara berkala gefinp 1[satu) tabun
sekali; dan

d. menjalankan ketenivan yang gudah discpakati dalam perjanjian.

LARANGAN
Pagal 5
Gelama masa pinjam pokal, PIHAK KEDUA, dilararg @

o, memindahkan, mengalihkan dan/atau meminjamken schagian (sclurahnya
harang milil dacrah kepada pibak lain; atau

b. mengalinfungsikan barang milik duerah untulk keperluan lain.

JANGEA WAKTU
Pasal &

(1) Jangka waktu pinjam pakiai berlakn selama 5 {lima) tahun terhitung scjalk
tanggal 03 Maret Tahun 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret Tahun
2021,

(2) Pinjam pakal dapat diperpanjang kembali apabila diperlukan oleb PFIHAK
KEDUA dengan mengajulkan surat permohonan pada PIHAK KEDLA,
selurang lurangnya 3 (tiga)l bulan sebelum berakhirmya perjanjian.
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KEADAAN MEMAKSA [FORCE MAJEURE)
1agal 7

Yang dimaksud dengan keadaan memakesa (Foree Meafeure), adalah hal-hal
yang menghambat jalannya pelaksannan  perjanjian  kerjasama  yang
JISEPEEENE vlel hejadiag olom ooperi @EMES b, hanjic hesar dan
kejadian-kejadian yang tidak dapal diatasi oleh manusia atau siapapun
jugs sepert pemberoniakan, penmogokan, sabotase, keributan, kekacauan
e lwsw oo olvibob grakitils

Dalarn hal tegjadi keadasn memaksa (Force Muajeure), maka PIHAK KEDUA
wajib memberikan leeterangin/ penjelasan secarm teriulis kepada PIHAK
EREATY Aalarm hatas walctu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hard kalender
sejak kejadian keadaan memaksa [Force Majeure)l, dengan menyertakan
pernyataan keadaan memaksa [Force Majeure) dan disertai dengan buketi-
bukti dari instansi pemerintah yang berwenang, Fang digjukan sebagai
alasan atay penyebab atas tertundanys pelaksanann perjanjian kerjasama
dan harus dileetabui serta disetujui cleh PARA FIHAR.

felalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban aschagnimana
dimaksud pada ayat [2), mengakibatkan tidak dimbuinya sebagal Feree
Majeure.

PARA PIHAK dibebaskan untuk melakeanakan kewnjiban sebagaimana
dintur dalam perjanjien inl schagai akibat danyn Foree Mujeure,

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal &

Apabiln terjadi peraelisihan terhadap pelaksanaan perjanjian ini sy
diselesaikan secarn musyawarah untulk mufakat antara PARA PIHAK.
Apabila jalan musyawarah tidak tercapai, maka PARA PIHAK memilih
tempat kedudukan hukoum di Kaptor Panitera Pemgadilan Negeri Serang
sebagai tempat penyelesaian peraclisiban.

PENGHENTIAN PERJANJIAN
Pasal 9

Fenghentian Pinjam Pakai terjadi apabils :

a,

k.

masa perjanjian telak beralchir;

PIHAK KEDUA tidak mempu lagi melaksanakan kewajiban sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2]

PIHAK KEDUA mendapat teglifafl SECarl tertulis schanyak 3 [tige) kali dast
PMHAK KESATU dalam hal melanggar larangao sesuai  ketentuan
gehagnimana dimalsud dalam Pasal 5.



HETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

(1) Apabila dalam masa pinjam pakai tanzh dan bangunan, dibutuhkan aleh

[

(1

(2

FHAK KESATU, waka CilIAT RGEGATY mamlEritabakan terlehih dahualo &
|enam) bulan sebelumnya, dan PIHAK EEDUA mengembalikan tanah dan
bangunan dimaksud kepada FIHAK KESATU tanpa adanya syarat dan
tuntutan dalam bentule apapun.

apalile mom pinjam pakal fidak diperpaniang. makan PIHAK KEDUA
mengembalikan barang milik daerah terschut kepada PIHAK KESATU,
dalam keadaan baik dan utuh serta menunjulkan bukti pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan untuk bulan, takun terakhir,

KETENTUAN PENUTVE
Pasal 11

Hal-hal yamg cukup diatur dalam perjunjian ini, akan diatur kemudian
gl prrjanjian @mbahan {Addendum) vang merupakan satl kesabuan
yang tidak terpisahlan dari perjanjian ini.
) Perjanjian pinjarm pakai inl dibuat dalam rangkap 2 [dus) asli, masing-

maging mempunyal keluatan hulum yang sama, bermateral cukup dan

ditandatangant S1E0 PARL FIMAK

PIHAK KESATU, ~ PIHAK KEDUA,

it f I;
- 5 ___._,.r"'-'-'- o i ! o .
Dra. M i LUSMAN GUMANTI, SH. M, 51
Pembing Utama Madya Pembima Utamsa Mad
MIP 19600101 195203 1 041 NIP 19580818 198403 1 001




BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jakarta, 7 Marek 2016

Nomor @ b 28=3/V 5i=5/30

Lamgiran ¢ 3 (Tigah Lembar

Hal +  Permaohonan Iin
Pengembangan Bargunan

Kepada

fth, Gubernur Provins Banten
Up. Sekretaris Deerah
Provingi Bantan
Oi
Serang

1. Sshubungan dengan Perjanjian Pnyam Pakat Momer : 033 Perj.4-Huk/2016 taragal 3
Maret 2016 dan Momor ; 22/A4/KS/11172016 tanggal 3 Maret 2016 tartang Firjam Pakgi
Tanah dan Bangunan Milik Permerintah Provins Banten yana barlokasi di Jakan Syech
Nawwawi Al-Bantani Palima Serang Banten.

2. Mergirgat peruntuken  barguian sobeluminya  vang  bDerbeda  dengan  rendana
pemanfaatan, oleh kerena itu kami mengajuken permohonan iin pengembangan
ruangan (rentWasl) dengan tujuan urtuk disesupikan dengan fungsi rencana bargunan
yaity untuk Kantor Unit Pelayanan Teknis Penyelengarsan Selaksl Calon dan Panilaian
Kempetensi Pagawal Aparatur Sioll Negara.

1. Pengambangan bangunan yarg diakikan tangs relalkukan perubahaen pada bentuk
utama gedung, harya melakukan peryesuaian paca tate letak dan peruntukan
(intesior}, pencahayaan, instalasi listrik. dan aspek arskektual lsinnys dangan tetap
mempertahankan  strukiur eksisting  gedung (sohagaimana gambar ekedsting den
perencanaan terampir).

4. Dernikian permohbonan kami atas perhatian dan kErjasarmnany.a kami ucapkan terimakasih

Sekretaris Utama
Badan Kepegawaian Negara

An Gumanti, SH, M.5i
WiP, 19560818 196403 1 001
Tebusan =

1. Kepid HER,

7. Kemala Bio Administras Pemerintahan Setda

Prowinsi Banben;

Kepala Biro Hukum Setda Provins] Banten;

Irspektur Pravirs] Banben;

Kepala Biro Ferencanaan BEN;

. Kepala Biro Umum BEMN;

. Kepala Kantor Regional 111 BEM Bandurg;

. Badan Pengelola Keuangan den Asat Daerah Prosdnsi Barken.,
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